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Prof. Dr. Eddy Purnama, S. H., M. Hum. Pasal 24 ayat (1) huruf  b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menyatakan bahwa 
DPRK  mempunyai  tugas  untuk  melaksanakan  pengawasan  terhadap pelaksanaan Qanun. Namun didalam menjalankan fungsi
tersebut, DPRK Banda Aceh  mengalami  permasalahan  mengenai  mekanisme  pengawasan  terhadap Qanun Kota Banda Aceh
Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan  hambatan-hambatan  yang  timbul  dalam  pengawasan  serta 
penyelesaian
hambatan-hambatan yang timbul dalam pengawasan.
Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan tentang mekanisme pengawasan, hambatan-hambatan yang timbul dalam pengawasan
serta penyelesaian hambatan- hambatan yang timbul dalam pengawasan DPRK Banda Aceh terhadap pelaksanaan Qanun Kota
Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  bersifat  yuridis  empiris,  maka metode pengumpulan data yang tepat yang digunakan
dalam penelitian ini adalah telaah peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya serta telaah kepustakaan dan hasil observasi
di lapangan sebagai pelengkap data didalam penulisan skripsi ini dan dianalisis secara kualitatif.
Berdasarkan penelitian, kinerja DPRK Banda Aceh dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Kota Banda Aceh
Nomor 5 Tahun 2016 belum   maksimal   karena   tidak   menetapkan   mekanisme   sebelumnya   untuk dijadikan pedoman dalam
menjalankan fungsi pengawasan. Hambatan-hambatan yang timbul dalam pengawasan DPRK Banda Aceh disebabkan oleh tenaga
ahli yang dimiliki oleh DPRK Banda Aceh belum mencukupi. Penyelesaian terhadap hambatan tersebut yaitu dengan cara
meningkatkan sosialisasi dan menetapkan suatu   mekanisme   untuk   dijadikan   sebagai   pedoman   atau   acuan   dalam
menjalankan fungsi pengawasan.
DPRK Banda Aceh harus membuat suatu aturan yang mengikat tentang sanksi apabila DPRK Banda Aceh tidak menjalankan
fungsi pengawasan. DPRK Banda Aceh harus menetapkan suatu mekanisme untuk dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam
menjalankan fungsi pengawasan, sehingga mekanisme yang dijalankan tidak hanya berdasarkan pada persepsi masing-masing
anggota DPRK. DPRK Banda Aceh harus meningkatkan sosialisasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor  5  Tahun  2016  serta  harus 
lebih  mementingkan  kepentingan  rakyat daripada kepentingan kelompok tertentu semisal Partai Politik dimana anggota DPRK
Banda Aceh berasal.
